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BUPATT SAMBAS 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR I TAHUN 2015 

TENTANG 

TENAGA KESEHATAN KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN 
KABUPATEN SAMBAS 

DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SAMBAS, 

Menimbang :a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tag 
dan menyikepi keterbatten ketersedia Surber Darya Marusa 

Kesehatan dipandang perlu untuk renetaple ketentuan Tenaga 

Kesehatan Kontrak dingkngan Dinas Kesehatan Kabu pate 

Samba; 
b. bahwa untuk menjamin tensenggaranya tertib administrasi dan 

penataan Struktur Organise.si Peranglat Dara.h Dina Kese ha tan 

bag Tenaga Kesehatan Kontrak di lingkungan Dinas Kesehatan 

abupaten Sambas perlu diatur seuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berla, 
e. bahwa berdasarkan pertimbeangan sebagairman.a dimaksud dalam 

hurufa, prlu menetaplan Peraturan Bupati Sambas tentang 

Tenaga Kesehatan Kontnak di Lingkungan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sambas 

Mengingat :1. Undang-Undang Noror 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Noror 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentuka Daerah Tigkat [ di Kalimantan (Lembera.n 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 352) ebaga 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72 ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Noror 1820\; 



2.Undang-Undang Nonor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I 
Nono 6, Tanbahan Lenberan Negara Republik Indonesia Noror 

5994 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintahan 

Daerah (lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomo 558.7 scbagairana telah diubah dergan peraturan 

Pererinta.h Peng#anti Undang- Undang Noror 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20I4 

tentang Pererintahen Daerah (Lembaran Negara Republik 

lndored Tahu 2014 Nonor 246, fnbaha.n Lembaraen Negara 

Republik Indonesia Noror 55894 

4. Undang-Undang Noror 36 Tahu 2009 tentang Keschatasn 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor I44, 
Tambahan Lembaran Negara Republike Indonesia Noror 5063) 

5. Peraturan Pereritah Noror 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Uruan Pemerintahan ant Pererintah, emerintahan Dae rah 

Provirsi, da Pererintaha Daerah Kabupten /Kot (Lem baran 
Negara Republik fndoneda Tahu 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Repubbik Indonesia No or 4737 

6. Peraturan Pemerintah Noor 46 Tahun 201I tentang Ssaran 
Kinerja Pegawad (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahu 
2011 Nomor 17, Tanbahan Lem bran Negara Republik Indonesia 

Nomot 3059 
7. Peraturan Pererintah Noror 42 fhun 2013 tentang Oerakan 

Nasional Percepatan Perbaikan Gii (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nornor 100). 

8. Peraturan Menteri Keschatan Noror 1199/Men.ks/ Per/X/2004 
tentang Pedora pen.gadaa Tega Kesehatan Derga.n 

Perjanjian Kerja di Sarana Keschatan Milk Pererintah 
9 Penaturan Menteri Per.bangunan p erah fetingqal tentang 

Pedoman Pembangunan Perdesaan Se hat di Daerah Tertinggal 
(Derita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Noror 892). 

I0. Peraturan Menteri Kesehatan RI Noror 9 Ta.huan 2013 tentang 
Perugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Bernita Negara Republik 
Indoneria Ta.hun 2013 Noor 165 



IL.Peraturan Daerah Kabpaten Sambas Nomo 9 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daera.h 

Kabupaten Sambas Tahu 2008 Noor 9]. 

MEMUTUSKAN: 

Meneta pkan: PERAT'URAN BUPATT TENTANG TENAGA KESEHATAN KONTRAK DI 
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

asal 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

I. Bupati adalah Bupati Sambas 

2. Daerah adalah Kabupeaten Sambas 
3. Dina adaah Dina Keschatan Kabupaten Sambas 
4, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan serta meriliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalu 

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlu.kan 

kewenangan untuk mela.cu.an uperya ese hat.an 
5. Tenaga Kesehatan Kontrak yang selanjutnya disingkat TKK adalah pegawa 

yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan Perjanjian erja gna 

melaksanakan tugas pemerintah dan pembanguan yang bersifat teknis 

operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemamnpuan 

organisasi 
6. TKK Perdesaa adalah seorang profesional yang bekerja ibidang kese hatan 

dan ditempatkan diperdesan meliputi bida, ahli gii dan sanitarian 
7. Pengadaan TKK adala.h proses peneriman TKK dari masrya.ra.kat umum yang 

memenuhi persyaratan dan lulus seleksi untuk melaksanak.an peer)a.an 

sesuai dengan perjanjian kerja. 

8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untu.k 

mengangkat dan memberhentika TKK di lingkunga SPD ma.sing-masing 

berdasarka Peraturan Perundang-undangan yang berlakcu 
9, Pengada.a TK adala.h proses peneriraan pgawa dari masyarakat urun 

yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi untu.k mnela.kanakan pekerjaan 

yang tercantum dalam perjanjian kerja. 



10. Analisis Kebutuha Pegawai adalah proses yang logik, teratur dan 
berkesinam bgan tntu.k mengetahui jumlah dan kualit.as pegawau yang 

dipertukan. 
L. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adala 

dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Penggua Anggaran- 

2.Tim Pertimbangan Pengadaan TKK adalah Tim yang dibentuk oleh Bupat 

untuke memberikan pertimbangan dalam pengadaan TKK. 
13.Tim Pengadean TKK adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk 

melaksanakan pengadaan TKK yang berkedudukan di Dinas Kesehatan 

Ka bupaten Sambas. 

4.Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Kepala Dinas dengan TKK. 

BAB Il 
PENGADAAN TKK 

Bagian Kesatu 
Perencanan da Penetapan ebutu han 

Peal 2 

(I)Kepala Dina Kesehatan Kabupaten Sambas mengusulk.a rencana ke butuhan 
TK dalam kurun waktu I (satu) tahun untuk mengisi kekurangan tenaga 

eschatan di lingkungan Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 

(2 Usula Renea Kebutuhaen sebagaira diraksud pada aryat () termasuk 

rencana kebutuha TKK Perdesa.an. 
(3 Rencana Kebutuhan sebegairaa dirak.sud pada aryat (l) ditetapkan oleh 

Bupati 

Bagian Kedua 
Jenis Pekerjaan 

Pasal 3 

Jenis pekerjaan yang dapat dilaksanaka oleh TKK eliputi pekerjaan teknis dan 

administratif, sebagaimana yang tercantum dalama DA 8KPD 

Begin Ketiga 
Persyaratan 

Pesa 4 

Untuk da pat diangkat sebagai TKK, harus memenu.hi persyaratan sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia; 
b. Berusia minimal 18 (delapan belas) dan maksima 40 (empat puluh) tahun; 

c. Latar belakang pendidikan minimal Sekolah Menengah atau yang sederajat, 



d. Berdorisili di Kabupaten Sambas, 

e. Sehat jasmani dan rohami; da.n 

Berkeelakeua baik. 

Bagan Keempat 
Melkeais.me Pengadaan 

Paragraf l 
Tie Pengada.an TKK 

Pasal 5 

(I) Dinas membentuk dan meneta plean Tin engadaan Tl 

(2) Tim Pengadaan TKK diteta plan dengan Keputusan Dupat 

(3) Tim Pengada.an TKK scbagairana dirake.sud pad.a ayat (I), mempunyai gal 

a. Menyusun jadwal pelaksanaan selelesi; 

b. Melaksanakan seleksi; 
e. Mela porlean hail selelesi kepeda Bupat 

(I) Tahapan seleksi pengadaan TKK, terdiri dari 

a. Pengumuran penerinan, yang memuat persyartan administrasi, jenis 

pekerjaan, jumlah TKK yang dibutuhkan, serta ketersediaan sum be 

anggaran 
b, Peneriraan berkas lama.ran; 
e. Seleksi administrai berkas lararan, 
d. Penguruma hail selekesi administrasi dan penguruman pelaksaaan tes; 

e. Pelaksaaan te, 

f Pereriksaan dan pengolahan data has tes; dan 

g. Pengumuman hasil tes 

(2) Pengumuman penerimaan seleksi dan hasil tes seleksi TKK dilakukan oleh 

Ti Pengadaan TKK setidak -tidaknya pada papan Pengumuman Dina#. 

Paragraf 3 
nstrumen Tes 

(l) Instrumen tes selele TKK dapat berupa tes tertulis, prakteke dan/atau 

wawancara. 

(2) Instrumen tes sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun oleh Tim yan8 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 



(3 Substansi tes tertulis meliputi Tes Kerampuan Dar (TKD) dan / atau Tes 

Kemampuan Bidang (TKBJ 

Paragraf 
Penetapa TKK 

Pasal 8 

(I) Bupati menetaplean TKK berdasarkan hasil seleksi dari Tim Pengada.an TKK. 

(2) Keputusan pengangkatan TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (l] dibuat 

sesua dengan format sebagamnana tereantuam dalam Lam piran l Peraturan 

Bupati ini. 

Paragraf 5 
Perjanjian Kerja 

Pusad 9 

(I] Setelah TKK ditetaplan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), Ke pal# 

Dinas dan TK mnenandatangai Perjanjian Kerja. 

(2) Perjanjian Kerja berlaku seja.k ditandatangani sempai dengan target perkiraan 

selesainya pekerjaan dengan batan waktu paling lama I (satu) tahun 

(3) Dalarm hal TKK yang telah berakhir Perjanjian kerjanya dan masih diperlukan, 

dapat diperpanjang dengan perjanjian kerja baru 

Paragraf 6 
Pernbiaya.an 

Pasal IO 

(l) Pembiayaan yang diperlulan dalarm pembayaran TKK berasal dari DPA Dina 

Kesehatan Kabupaten Sambas. 

(2) Satuan biaya untuk membayar TKK sesuai dengan satuan biaya yang 

tercantum dala DA dan Perjarjian kerja 

BAB III 
HAK DAN KEWAJIBAN TKK 

Bagi Kesatu 
Hake 1 

(I) TKK berhak memperoleh 
a. Penghasilan yang berupa gaji dan/atau insentif; 

b Jaminan Kesehatan; dan 

c. Cuti 

(2 Gaji sebagaimana dimaksud pada aryat l huruf a dapat berupa honorarium, 



jarinan kesehatan, tunjangan kescjahteraan, dan tunjangan lainnya sesua 
dengan etentuan yang berlaku dan kerampuan keuangan daera h. 

(3) Besarnya honorarium scbagaimana dimaksud aryat [2 diberikan dengan 

memperhatikan Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan melalu 

Keputusan Bupat. 

(4) Cuti sebagairana dimaksuad pada ayat I huruf b adalah cuti tahunan dan cut 

salit 

Bagan edua 
Kewajiban TKK 

Pasal 12 

TKK wajib 
a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945, Negara Kesatuan Re publik Indonesia, dan pemerintah yang sah; 

b. Menjaga persatuan dankesatua bang; 
e. Melaksanakan ebbijakan yang dirumusk.an pejabat pemerinta.h yang 

berwenang; 
d. Menaati ketentuan peraturan perundarg-undangan; 
e. Melaksanakan fgas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan 

tanggung jawab; 
f Menunjukkan integritas dan keteladanan dala silap, prilakeu, uca pan dan 

tindakan, 

g. Menyimpan rahasia negaura ssuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan 

BAB IV 
PENILAIAN KINER.JA DAN PEMBINAAN DISIPLIN 

Bagan esatu 
perilaian Kinerja 

(lPenilaian terhadap kinerja T ilaksanakaen oleh atasan langsung sesua 

dengan penempatan Kepala Dinas 

(2) Penilaian sebagaiana dimaksud pad.a aryat ldibuat dalam bentu.k laporan 

yang memuat 
• Pekerjaan yang telah dilaksanakan; dan 
b. Penilaian sikap prilaku 



, 

(3) Penilaian sikap prilakeu TKK sebagaima.na dimaksud pada ayat 2 huruf b, 

disampakan kepada Kepala Din.as dan dibuat sesuai dengan format 

scbagaimaa tercantum dalamn Laumpire IV Peratua Bupati ini. 

Bagan kedua 
Pembinaa Disiplin 

Peal 14 

(l) Pembinaan dalam rangka peningkatan disiptin TkKK menjadi kewenangan dan 

tanggung jawab Kepala Dinas 

(2 TKK yang tidake menu.ati ketentuan sec bagaimana dimake.sud dalam Pas.al 1 

dijatuhi hukuman disiplin 

(3) Jenis hukuman disiplin tendiri dari: 
a. Ringan berupa peringatan tertulis; 
b. Sedang berupa perberhentian gaji dan tunjangan untuk jangka waktu l 

(satu] bulan; dan 
e. Berat berupa pemberhentian sbegai TKK. 

(4] Jenis hukuman disiplin ringan sbagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, 

dijatuhkan terhadap pelanggaran 

a. Tidak masuk kerja 2 (dua) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah; 

b. Terlambat masuk kantor atau meninggalan tugas/kantor se belum 

berakhirnya jam kerja sebayak 4 (empat) lali dala waktu l (satu) bulan; 

dan 
e. Tidak mengikuti upacara hari besar daerah/nasional sbanyak 2 (dua) kali. 

(5) Jenis hukuman disiplin sedang scbagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b 

dijatuhkan terhadap pelangsaran 
a. Tidak masuk kerja 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari berturut-turut 

tapa alasan yang sah; 
b. Telambat masuk kator atau meninggallan tugas/kantor se belur 

berakhirnya jam kerja sbanyake 8 (delapan) kali dalam waktu I (satu) 

bulan; dan 
c. Tidak mengikuti upacara hari besear daerah / nasional sebanyak le bih dari 

2 (dua) kali. 

(6) Jenis hukuman disiplin berat sebagairana dimaksud pada ayat 3 huruf c, 

dijatu.hkan terhadappelanggaran 
a.Melakukan penipuan, penurian atau pengee lapan barang dan/atar tang 

milik negara; 



b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsulean sehingga merugikan 

keuangan negara; 

c. Mabuk, meminurn minuman keras yang maernabu.kan, memakai dan/at.at 

mengedarkan narkotika, psikotropika dan at adiketif lainnya di dalam 

mapun di luar lingkungan kerja, 

d. Melakukan perbuatan asusila, perjudian di dalam maupun di luar 

linglungan kerja; 
e. Menycrang, menganiaya, mengancamn artau mengintimidasi teman sekerja 

atau atasain di dalam maupun di luar lingkungan kerja, 
f Membujuk teman sekerja atau atasan untuk melakukn perbuatan yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undanga, 

g. Lalai atau sengaja merusake atau membiarkan lingkungan kerja dalam 

keadaan ba.hay8, 
h. Lalai atau sengaja membikan tema sekerja atau at.asa dalam keadaan 

bahaya di lingkungan erja, 
i. Membongkar atau membocorkaon ra.hasia yang scharusnya dirahasiakan; 

j. Tidak mask kerja selama S (lira) hari kerja swears berturut-turut tan pa 

alasan yang sa.h at.au tidak mauke kerja selama 1 (lira belas] hari kerja 

tidak terus menerus dalamn I (satu) bulan tanpa alasan yang sah; 

k. Melakukan tindak pidaa dan berstatu sebagai tersngka; at.au 
l. Perilaian dan pelaksanaan hasil kinerja dinyatalan kurang 

BAB V 
PEMBERHENTIAN 

(I] TKK berakhir dari pekerjaannya larena 
a. Meringgal dunia; 
b. Mengundurkan diri sebagai TKK; 
c. Masa berlaku perjanjian kerja berakhir dan tidak diperpanjang le8T 
d. Diberhentikan sebelum berakhirnya perjanjian kerja 
e. Adanya perampingan organisasi 
f Tiak schat jasmari atau rohai sec hingga tidak dapat melaksanakan 

ugasnya;dan 

g. Telah berusia 58 (Lima Puluh Delapan) tahun. 

(2) TKK diberhentikan sebelum berakhirnya perjanjian kerja, sebagaimana 

dimaksuad pada ayat (l) huruf d, karena: 



a. Tidak melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja, 
dan/atau 

b. Melakukan perbuatan melanggar hukum 
(3 TKK iberhentikan dergan hormat sebagaimana dirak sud pada ayat (l huruf 

f berdasark.an surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan 

(4) Pemberhentian sebagaiman.a dimake sud pada ayat (2), dilakeukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Pemberhentian TKK ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 
(I) Terhadap TKK yang telah ada pada Dina.s Tahun 2014, Tetap bekerja dan 

dilakukan penataan kembadi dan atau dauk.an seleksi. 
(2 Pergadaan TKK baru da peat dilakeulean a.pa bila ala formacsi, dan tel.ah tenaga 

honor yang ada di Dias diterpatkan sesuai dengan analisis kebutuhan 
Tenaga Kesehatan 

(3 perdesaan dapat ditempatkan peda satu desa yang sama 

(4) TKK Perdesaan termasuk bagian dai TKK. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal IT 
Peraturan Bupati ini rulai berlaku pada tangal diundagk. 
Agar setiap orang mengeta.huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas 

Ditetapkan di Sambas 
pada targgal 5 Januari 2015 

BUPATT SAMBAS, 

TTD 

JULIAR'TT DJUHARDI ALWI 
Diundargkan di Sambas 
pada taggal 5 Januani 2015 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

TTD 

JAMIAT AKADOL 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 201IS NOMOR 

Pembina (IV/a 
NIP. 19640112 20000.3 I 00.3 



a. Tidak melaksanakan tugas/ pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja, 

dan/atau 
b. Melakukan perbuatan melanggar hukum. 

(3) TKK diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf 
f berdasarkan surat keterangan dari Tin Penguji Keschatan. 

(4) Pemberhentian scbagairnana dimake.sud pada ayat (2), dilakeukan sesuai dengan 

etentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Pemberhentian TKK ditetaplan dengan eputusan Bupati 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 

(I) Terhadap TKK yang telah ada pada Dinas Tahun 2014, Tetap bekerja dan 
dilakukan penataan kembai dan fatau qilakeulan seleksi. 

[2) Pengada.an TKK baru da pat dilakeuan apaboila ad.a formasi, daen stelah tenaga 
honor yang ada di Dinas ditempatkan sesuai dengan analisis kebutuhan 
Tenaga Keschatan 

(3 TkKK Perdesaan dapet ditempatkan pada satu desa yang sama 

(4) TKK Perdeean termauk began di TKK. 
BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 17 

eraturan Bupati ini mulai berlakeu pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahlan pengundanga Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas 

Ditetapkan di Sambas 
pada tangga 5 Januarj 2015 

BUPATT SAMBAS, 

TTD 
JULIAR'TI DJUHARDI ALWI 

Diundangkan di Sambas 
Pada ta.oggal 5 Januari 2015 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

TTD 

JAMIAT AKADOL 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 20I5 NOMOR I 

Pembina (IV/al 
NIP. 19640112 200003 1 003 



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATT SAMBAS 
NOMOR I TAHUN 2015 
TANGOAL S JANUAI 2015 
TENTANG TENAGA KESEHATAN KONTRAK DI LANGKUNGAN 

DINAS KESEHATANKABUPATEN SAMBAS 

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN TENAGA KEBEHATAN KONTRAK 

KEPUTUSANBUPATT 
NOMOR 

TENTANG 
PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK 

DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS 

BUPATT SAMBAS, 

Menimbang a. bahwa untuk member.an pelaya.nan epea may.aura.k.at 
ecara optimal, dibutuhkan jumlah pegawai yang cukup di 
lingkungan Dina Keschata Ka bupaten Sambas; 

b. bahwa poda sat ini perenuhan kebutuha.n pegawa 
sebegarena diraksud pad huruf a, yang dilakeukan 
melaui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil masih 
belam mencukupi, schingqa perlu dilakukan pengadaan 
TKK. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairman.a dima.ksud 
pada huruf a dan hurufb, perlu menetaplan Keputusan 
Kepala Dinas tentang Pengangkatan Tenaga Keschatan 
Kontrake di Lingungan Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sambas 



Mengingat • Undang-Undang Norr 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Noror 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lerbaran 
Negara Republik Indonesia Tahu 1959 Nomor , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomof 
352) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Repubhi 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Noror S Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (Lerbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Noor 6, Tamnbaha.n Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494), 

3. �tunon ..•................................... 
eput ooo 

5. �tu.-.n . 

Mem perhatikan L. Surat Keputusac Tim pengadaan Tenaga Kese hatan 
Kontrak di lingkungan Dinas Keschatan Kabupaten 
Sambas Nonor ...., Tahu.....,Tang9ad..600000% 

2. Daftar Pelaksanaan Anggaran •• Tahun Anggran.. 

MEMUTUSKAN- 

Meneta plan 
KESATU 

KEDU 

PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK DI 
LINOKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS 

Menganglat yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) 
sebagai Tenaga esehatan Kontrak di lingkungan Kantor 
.....dengan pekerjaan scbegairmana tercatum dalarm 

lajur 3 (tiga) Lampiran eputsan ini 



KEEMPAT 

Ketentuan le bih lanjut mengenail Tenaga Keschatan Kontrake 
diatur dalam Perjanjian Kerja antara Kepala Dinas dengan 
Tenaga Keschatasn Kontrak 

Keputusan ini mulai berlakcu pada tanggal ditetapkan 

Diteta plan di 
pada tang8ah 

BUPATT SAMBAS, 

........... ················ 

Tembusan; 
L. Ketua DPRD Kabupaten Sambas 
2 Kepala Bappeda Kabupaten Sambas 
3. Inspektur Kabupaten Sambas 
4 Kepala BKD Kabupaten Samba 
5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas 
6. Arip 

BUPATI SAMBAS, 

JULIAR'TT DJUHARDI ALWI 

ARANIS, SH, MH 
Pembina (IV/a 

NIP, 19640112 200003 1 003 



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR I TAHUN 2015 
TANOGAL S JANUARI 20IS 
TENTANG TENAGA KESEHATAN KONTRAK DI LINGKUNGAN 

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS 

TENAGA KESEHATAN KONTRAK DI LINGKUNGAN KANTOR..... 

NO NAMA PEKERJAAN 

' 2 3 

BUPATI SAMAS, 

TTD 

JULIAR'TT DJUHARDI ALW 

Salinan Dea Asinya 
KEPI AN HUKUM 

DAN UN 

MAIANIS, AL, MJ 
Pembina (IV/al 

NIP. 19640112 200003 1 00.3 



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATT SAMBAS 
NOMOR I TAHUN 20I5 
TANGOAL S JANUARI 2015 
TENTANG TENAGA KESEHATAN KONTRAK DI LINOKUNGAN 

DINAS KESEHATANKABUPATEN SAMBAS 

FORMAT PERJANJIAN KERJA TENAGA KESEHATAN KONTRAK UNTUK 
PEKERJAAN YANG DIBAYARKAN BERDASARKAN UPAH PER BULAN 

(Kop Dina.s) 

PERJANJIAN KER.JA UNIT KERJA: 

TENAGA KESEHATAN 
KONTRAK NOMOR DAN TANGOAL KONTRAK: 

PEKERJAAN NOMOR DAN TANGGAL SURAT KEPUTUSAN 
PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN 
KONTRAK: 

UMBER DANA : Dibebankan atas DA ------ Tahun Anggaran ---- 
untuk mata anggaran kegiatan -- ·-- 

NILAI PEKERJAAN 

Jangka Waktu Pekerjaan Bia ya Satuan (Rpl Total (Rpl 

o..bula.n /bulean 

Jumlah 

Terbilang: 

(Tempat, tanggal-bulan-tahuan) 
Pejabat Pembuat Komitmen Tenaga Kesehatan Kontrak 

Materai Rp. 6.000, Materai Rp. 6.000, 

Nara Lenka.p Nama Lcngkap 
ha ba tan Jabatan 



Pasal 4 
HAK DAN KEWAJIBAN 

(l IHA KEDUA berhak menda patkan pembaryaran upah sesuai dengan 
pekerjaan yang telah dikerjalan 

(2) PIHAK KEDUA wjib melaksanakan pekerjaan yang telah ditugaskan oleh 
PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggang jawab 

(3) PHAK KEDUA wajib mentaati tata tertib kator, serta dilarang melakukan 
kejaha.tan beik yang diatur dad.am kitab Undag Undang Hukeum 
Pidana/ Perdata, Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, maupun Peraturan 
Perundang-Undangan lainnya yang berlaku, serta tidak melakukan 
perbuatan /tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat 
menimbulkan kerugian secara administratif, finansial dan atau dapat merusak 
citr PIHAK PERTAMA. 

Paal 5 
SANKS 

(I) PHAK KEDUA diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila 
tidak melaksanakan tugas dan pekerjaannya atau tidak mask kantor 3 (tiga] 
hari kerja berturut-turut tan pa irin. 

(2) PIHAK KEDUA diberikan sanksi berupa pemberhentian kerja apa bile 
a. Melaggar tat.a tertib keator; 
b. Mendapatkan 3 (tiga) kadi teguran tertuli; 
e. Melakukan perbuatan melanggar hukum; dan /atau 
d. Membocorkan kerahsiaan negara yang terlait dengan bukeu tanah, surat 

ukur, warkah dan data pertanahan. 

Pawsal 6 
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA 

(l) Kontrak Kerja antaura PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA berakhir 
apa bile 
a. Berakhirnya jangka waktu kontrsake kerja sebagairmana yang tercantum 

dalam Pasal 2; 
b. PIHAK KEDUA menirggal dunia / berhalangan tetap; ata 
e, AK KEDUA melanggar ketentuan sebegarena yang tercantum dalam 

Pasal 5 
(2) Dengan berakhirnya kontrak ini, maka PIHAK KEDUA tidak diberikan uang 

pesangon dan jasa lainnya 
(3) Dala hal PI4AK KEDUA alan memutusk.an perjanjian kontra.k kerja se belumn 

berakhirnya jangka waktu kontrak kerja, make pAK KEDUA harus 
memberitahukan maksdnya terse but secara tertulis kepad PIHAK pERAMA 
dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empeat belas) hari sebelumnya, dan at.as 
perutusan perjanjian seperti ini PIHAK KEDUA tidak berhak mendapatkan 
ganti rugi apapun dauri PIHAK PETAMA 



Pasal 7 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Tenaga Kesehatan Kontrak tidak berhake memuntut untuk diangkat menjadi 
Pegawai Negeri Sipil 

Pasal 8 
KETENTUAN PENUTUP 

Apabila ada hat-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini, akan diatur kerudian 
atas dasar pemufakatan bersama kedua belah piha.k yang akan dituangkan dalam 
bentuk Kontrak Tambahan/ addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dengan kontrak ini 

Kontrale ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-ma.sing bermeterai cukup dan 
mempunyai kekuatan hukum yang sauna. 

Kontrak ini belaku dan mengikat kedus blah pihake sejak ditandatangan 
berate. 

PHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 

BUPATT SAMBAS, 

TTD 

JULIAR'TT DUJUHARDI ALWI 

Diundangkan di Sambas 
Pauda taggal 5 januari 2015 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

TTD 
JAMIAT AKADOL 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 1 

Salina Sesuau Dengan Asliy 
KE 

DAN 

Pembina (IV/a) 
NIP 19640112 20000.3 1 00.3 



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR I TAHUN 2015 
TANOGAL 5 JANUARI 2015 
TENTANG TENAGA KESEHATAN KONTRAK DI LINOKUNGAN 

DINAS KESEHATANKABUPATEN SAMBAS 

FORMULIR PENILAIAN SIKAP PRILAKU 

Pe 
. a.an • 

NO (ND#ATOR NILAN 

' 2 3 

A 

8 

c - 
Do - 
E 

Rentang rilai indikator silap prilak 
a. 91-keatas ;sangat bail 
b, 76-90 baik 
e. 61.75 :cukup 
d. 51-60kurang ; keurang 
e, 50le bawa.h ; bpuruk 

KEPALA SATUAN KERJA, 

NAMA 
NIP 

BUPATT SAMBAS, 

1TD 

JULIAR'TT DJUHARDI ALWI 

Salinan Sesuai Dengan Abinya 
KEPALA BAGHAN HUKUM 

DAN PER DANO-UND 

MARIANIS, SH. MH 
Pembina (IV/al 

NIP. 19640112 200003 1 003 


